BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 21 TAHUN 2004
TENTANG

RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PETERNAKAN,

Menimbang

Mengingat

PERKEBUNAN, PERIKXANAN DAN INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa retribusi tentang Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian,
Perkebunan, Perikanan dan Industri Jenis Retribusi Daerah
Tingkat | merupakan salah satu sumber pendapatan daerah

dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna
membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;

bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a, perlu di atur dan
ditetapkan Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1880 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3186);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1899 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889),

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1889 tentang Perimbangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848),

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito
Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negar Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4180);



Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonsia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
59);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana

dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 83);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Ropublik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2003 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun

2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor : 04 seri : D);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2003
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG

RETRIBUSI PENGANGKUTAN PENJUALAN HASIL HUTAN,
PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN
INDUSTRL
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BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang

tain sebagal Badan Eksekutif Daerah;

Bupati adalah Bupati Gunung Mas; ,

Dinas Pertanian, Petomakan dan Perikanan adalah Dinds Pertanian, Peternakan

dan Perikanan Kabupaten Gunung Mas;

Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Gunung Mas; _

Dinas Perindusiian, Perdagangan, Koperasl, Usaha Kecll Menengah dan

Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecll

Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas;

7. plwr?s Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung

8. Badan adalah suatu benfuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perselastuan Komanditer, Porseroan lainnya, Badan Usaha Millk Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Perselutuan, Perkumpulan, Kongsi,
Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisas! yang sejenls, Lembaga Dinas, Dana
Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;

9. Pengangkutan Penjualan Hasll Hutan, Pertanian, Petemakan, Perkebunan,
Perikanan dan industri darl satu tempat ketempat lain dongan kendaraan bermotor
mm kendaraan yang digerakkan oleh peratatan teknik yang berada pada kendaraan

10.Fasiitas Umum adalah fasilitas yang disediakan cleh Pemerintah balk berupa jalan
~ umum, jembatan dan pelabuhan/dermaga atau yang disamakan dengan Hu yang

digunakan untuk pengangkutan; N

11.Dokumen yang sah adalah Dokumen/Surat-surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang; ~ : ‘

12.Retribusi Pengangiutan Penjualan Hasll Hutan, Pertanian, Petemakan, Perkebunan,
Perikanan dan Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas
pemmnhsﬂhsumumdanahuberdmﬂanbolmmenmwhw
Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan
industri keluar daerah ataupun ke dalam Daerah;

13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi diwejibkan untuk metakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotongan retribusi; '

13.Masa Refribusi adalah suatu jangka wakiu tertentu yang merupakan batas waktu
Waljib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas umum;

14.Surat Pendeftaran Objok Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah
surat yang digunakan oleh Waljib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusl
dan Wajib Retribusi sebagal dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang
‘terhutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah; -

15,Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh
walib retribus! digunakan untuk mefakukan pembayaran atau penyetoran Retribusl
mmm Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh

16.Suret Ketetapan Refribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumiah Retribusl yang terhutang;

17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas
jumiah Retribusi yang tefah ditetapkan;

® * L NS



~'18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Leblh Bayar yang selanjutnya singkat SKRDLB
adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumiah kredit yang terutang atau tidak seluruhnya terutang,
19.Surat Tagihan Retribus! Daerah yang selanjutnya digingkat STRD adalah surat untuk
wm tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
naa, -
20.Pemeriksaan adalah serangkalan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan .
mengolah data dan atau ketsrangan fainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
21.Penyidik adalah Pejabat Polisl Negara Republlk indonesia atau Pejabat Pegawal
Negeri Sipil tertentu yang berwenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan

.Penyidikan adaleh serangkalan tindakan penyldik dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukii yang
dengan:uldlhmembuattuangﬂndakpldamyangudadldangummemum
tersangka. ’

BABH
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
(1). Objek Retribusi adalah setiap Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanlan,

Peoternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri yang menggunakan fasliitas
Umum atau berdasarkan Dokumsn yang sah;

m.mmmmmmmmmmmmmm
Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Petemakan, Perkebunan, Perikanan dan
m, \'nallb membayar Ratribusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

inl.

Pasal 3
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan fasliitas
T e, P Bt
BAB N
PENGGOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4
Retribusi Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan,
Perikanan dan Industri digolongian sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal &
Tingkat penggunaan jasa, diukur dengan menggunakan satuan Kg, Kwintal, Ton, Ekor,

Biji, Butir, Buah, Lembar, lkat, M3, batang/pohon darl Pengangkutan Penjualan Hasll
Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan industri.



S
BABV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF JASA
Pasai €

(1). Struktur Terit Retribus! digolongken berdaserkan Jenis Hasll Hutan, Pertanian,
Petemakan, Periebunan, Pertanian dan industr;

(2). Struktur dan besamya tarf Retribusl sebagaimana ayat (1) diatas ditetapkan
adalah sebagal berlkut :

No. JENIS SATUAN %
1 2 3 4
A THASILHUTAN
1. KAYU BULAT
a. Kelompok Meranti M3 . 15.000,-
b Kelompok Kayu indah M3 . 25.000,-
¢. Kelompok Kayu Campuran M3 Rp. 10.000,-
d. Cerucuk Batang . -
e. Limbah M3 Rp. 10.000
2. KAYU OLAHAN
a. GERGAJIAN
1). Kelompok Merant M Rp. 20.000,-
2). Kelompok Kayu indah M3 . 30.000,-
3J). Kelompok M3 Rp. 15.000.-
b. DOWEL KELUAR DAERAH
1). Kelompok Moranti M3 . 25.000,-
Kﬁyum M3 .35-“-'
J). Kelomipok Kayu Campuran M3 Rp. 15.000,-
c.
1). Kelompok Merantl M3 . 26.000,-
2). Kelompok indah " <] Rp. 35.000,-
3). Kelompok Kayu Rimba
Campuran M3 Rp. 15.000,-
d. PLYWOOD
a. Kelompok Meranti M3 Rp. 25.000,-
b. Kelompok Kayu indah M3 . 35.000,-
¢. Ketompok Rimba Campuran M3 Rp. 16.000,-
e.
a. Kelompok Kayu Meranti M3 26.000,-
b. Kelompok Kayu indah M3 35.000,-
c. Kelompok Rimba Campuren M3 Rp. 15.000,-
B. | HASIL HUTAN IKUTAN (BUKAN
KAYUV)
1. Rotan
- Basah Ton Rp. 2500,
- aring Ton Rp. $5.000,.
2. Geheru Kg Rp. 25.000,-
- Super Ko Rp. 250.000,-
- Menengah (1/2 Super) Kg Rp. 25.000,-
- Kg Rp. S5.000-




2 3 4
3. Getah Jolutung (Pantung) Kwintal Rp. 5.000,-
4. Kulit Kayw/Gemor Kwintal Rp. 2.000,-
5. Atap Sirap ikat (100Kp) |Rp. S00.-
6. Damar dan sejenisnya "~ Kwintal  |Rp. 1.000-
HASIL PERTANIAN »

‘11. Beras Kwintal Rp. 100,
2. Gabah Kwintal Rp. 75-
3. Palawija Kwintal Rp. 150~
4. Sayur-sayuran Kwintal Rp. 200,
8. ] ‘ Kwintal Rp. 280.-
8. Buah-buahan Hwintal Rp. 150~
7. Bibit Buah-buahan Batang/pohon [Rp.  S0.-
8. Tanaman iHias Rumpun/pohon |Rp.  50.-
HASIL PETERNAKAN
1. Sapl Ekor Rp. 5.000,
2. Kerbau Ekor Rp. 5.000.-
3. Kambing Ekor Rp. 500,
4. Domba Ekor Rp. 500,
S. Babi Ekor Rp. 800.-
6. Ayam Elkor Rp. 80
7. ik Ekor Rp. 50~
8. Bebek Elkor Rp. S50~
9. Telor Ayam Butir Rp. 10~
10. Telor ik Butir Rp. 10
11, Kuiit Lembar Rp. 2.000-
42. Anak Ayam (DOC) Ekor Rp. 20,
13, Anak ltik (DOD) Ekor Rp. 20,
14. Puyuh Ekor Rp. 10,
18. Telur Puyuh Butir Rp. S
16. Sarang Burung Walet:

- m A ‘ g g- g:gl'
HASIL PERKEBUNAN
1. Crude Paim Oil (CPO)
a. Yang diproduksi dalam Daerah Kg Rp. 10.-
b. Yang diproduks] Daerah diangkut |
 melaiul wilayah Gunung Mas Kg Rp. 5.
2. Palm Kemel Oll (PKO) :
a. Yang diproduksi dalam Daerah Ko Rp. 10-
b. Yang diproduksi diluar Deerah
.GumMas Kg Rp. S~
3. Tandan Buah Segar (TBS) Kg Rp. 2~
4. Kemel (Inti Sawit) Kg Rp. S,
5. Bungldl Kemel Kg Rp. 25-
6. .Karet
“a. Lump, slab, setangin Ton Rp. 20.000,
~ b. SitAsap/R8S Ton Rp. 25.000,-
7. Lada
| a. Lada Putih Kg Rp. 18,
b. Lada Hitam Ko Rp. 10.-
o. Lada Bubuk Kg Rp. 100-
8. Ko Rp. 5,
9. Coldat, Jambu Mete, Tebu,
Tanaman Obst-obatan dan hasil :
perkebunan tainnya Kg Rp. 8.




2 3 4
0.Benih Tanaman Perkebunan
a. Benih Kelapa Biji Rp. 2,
b. Benih Kelapa Sawit Kecambah | Rp. 2.
¢. Benlh Karet Biji Rp. 1
d. Benih Kopi 8yl Rp. 1~
o. Benih Tanaman Perkebunan lainnya
(Cokiat, Tanaman, cbat-obatan) B Rp. i~
11.Bibit Tanaman Perksbunan
a. Bibit Kelapa Batang | Rp. 5~
b. Bibit Kelapa Sawit Batang |Rp. 10-
¢. Bibit Karet Batang |Rbd. 8-
d. Bibit Kopi Bateng | R®. 8-
o. Bibit Tanaman Perkebunan lainnya
Tanaman Batang Rp. 28,
HASIL PERIKANAN
Antar Daerahv/Pulau
a. fiaan Segar
1. Tenggir Kwintal | Rp. 7.500.-
2. Bawal Laut Kwintal | Rp. 7.500,-
3. Kuro/Senangin Kwintal | Rp. 7.500,-
4. Kakap/sejonisniya Kwintal | Rp. 7.500,-
S. Tongkol Kwintal | Rp. 7.500,-
8. Gabus dan sejenisnya Kwintal |Rp. 7.500-
7. Bawal dan scjenisnya Kwintal | Rp. 7.800,-
8. lkan lainnya Kwintal |Rp. 5.000-~
b. lan Hidup
1. Belutu Kwintal | Rp. 15.000,-
¢. tkan Olahan
1. Kuro/senangin Kwintal 10.000,-
2. Kakap dan sejenianya Kwintal | Rp. 10.000,-
3. Gabus dan sajenisnya Kwintal . 10.000,-
4. Tapah Kwintal | Rp. 10.000,-
§. Baung Kwintal | Rp. 10.000,-
6. Uburubur Kwintal . 20.000,-
7. Rajungan dan selenisnya Kwintal . 20.000,-
8. (kan Kwintal |Rp. 7.500-
d. Non lkan
1. Kura, Penyu, dan sejenisnya Kwintal | Rp. 10.000,-
o. lkan fHias
1. Botla Ekor Rp. 100,
2. Cupang Ekor Rp. 100~
3. tkan Hias lainnya Ekor Rp. 80.-
Komoditas Eksport
a. Olahan
1. Udang Windu Kwintal | Rp. 20.000,-
2. Udang Putuh Kwintal . 20.000,-
3. Udang Galah Kwintal | Rp. 20.000,-
4. Udang lainnya Kwintal | Rp. 7.600,-
b. fian Kwintal 15.000,-
c. Haasll Perikanan lainnya Kwintal Rp. 10.000 -
HASIL INDUSTRI
1. Minyak Goreng dari Kelapa Kwintal | Rp. 3.000,-
2. Kopl Bubuk Ko Rp. -
3. iopra Kwintal |Rp. 2500,
4, Sorat Sabut Kelapa Kwinta) |Rp. 1.500,
8. Roti Kg Rp. 8~
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it 1 2 3 4
. Teralis Besi |
., Teralis untuk Pagar M2 Rp. 500,
. Spr:ng Bed , M2 Rp. 1.000.-
- M2 Rp. 25.000,-
- M2 Rp. 20.000,-
M2 Rp. 15.000,-

(3). Bagl areal produlsl/perkebunan yang berada di antara Daerah Kabupaten Gunung
mdengan Kabupaten lain diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perjanjian
mﬁ

BABW
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 7

Retribusi yang terhutang dipungut di tempat pelayanan Retribusi Di Wilayah Kabupaten
Gunung Mas.

| BAB VI
MASA RETRIBUS! DAN SAAT RETRIBUS! TERHUTANG
Pasal 8

Masa refribusi adalah jangka wakiu yang tertentu pada setiap kali jalan pada fasiiitas
umum stau ditetapkan lain oleh Bupati. '

Pasal 9

Retribus! terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB VIII
SYARAT PENDAFTARAN
Pasal 10

(1). Walib Retribusi diwajibkan menglsl SPORD;

(2). SPORD scbagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Walib Retribusi atau kuasanya;

(3). Bentuk, dan isi tata cara pengisian serta penyampalan SPORD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
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BAB Xiil
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS!
Pasal 18

Bupati berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi dapat memberikan
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; |
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagalmana dimaksud dalam ayat
(1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Walib Retribusl;

;::ﬂm Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh

BAB XIV
MASA SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wakiunya atau kurang
membayar, dikenakan sanks| administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
setiap bufan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD;

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang
menyebabkan jumiah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau
kurang bayar oleh wajib Retribusi dapat ditagth melalul Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara (BUPLN);

Penagihan Retribusi melalul BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
wqubﬂwmwmmmwmmupemmmmum

a)mmmmme(m)mmmwmm
Rp.5.000.000,- (Lima Juta Ruplah);

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah
Pelanggaran.
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BAB XVil
Pasal 19

Halhal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini, sepanjang mengenal
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupatl,

Pasal 20

Dengan beriekunya Pereturan Daerah ini, maka segala ketentusn yang mengatur
mengenai hal yang sama sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan

Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

memerintahian undangan
mp : rmmm% smupu mw"mmmm% Lembaran Dae;:mmm
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